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ABSTRAK

In running duty, function and outhority of Public attorney putsuant to
particuktr full pdier to conduct action and legal aid itr and also extrajudical
deputize importance of civil of state, govemmental and society. Refelring to this
mattel problems of this rwitihg is Attonq; function ahd duty as Public Prosecutions
in civil dispute This research use method approach of empiric and normatif source
of data of sekunder Datd collectiflg prihary dato and bibliography study and feld
study and analysis qualitaiire. Result of rcsearch indicate thdt Attomey fuhction and
duty as Public Prosec tiorls in civil dispute for example as straightening of law
giving legal aid, giving consideration of law giing semice of law and conduct
action other ldw

Keyrror.l: Duty and attorfley functio\ public prosecutions, cifil dispute

I. PENDAHULUAN

Pembaharuan Undarg-Undang
Kejaksaan Republik Indonesia diarahkan
dan dimaksudkan untuk memantapkan
kedudukan dan peranan Kejaksaan agaJ
lebih mampu dan berwibawa dalam
rnelaksanakan tugas dan wewenangnya
dalam Negara Hukum yang berdasarkan
Pancasila sebagai negara yang sedang
membangun dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya, Kejaksaan hatus mam-
pu mewujudkan kepastian hukum, keter-
tiban hukum, keadilan dan kebenaran
berdasarkan hukum dan mengindalrkan
norrna-nonna keagamaan, kesopana.n dan
kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai

kemanusiaan, hukum dan keadilan yang
hidup dalam masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat
adil dan makmur berdasarkan Pancasila,
Kejaksaan turut serta berkewajiban untuk
lurul menjaga dan menegakkan kewi-
bawaan pemerintah dan negara serta me-
lindungi kepentingan masyarakat melalui
penegakan hukum yang efektif dan
efisien.

Untuk mendukung dan meng
oplimalkan kedudukan Jaksa sebagai
Peluntut Umurq maka dalam Pasal 30
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan, disebutkan bahwa
tugas dan wewenang Jaksa aotara lain :


